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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apabila terjadi wanprestasi, dianggap wanprestasi terhadap komitmen

yang telah disepakati apabila Debitur gagal memenuhi kewajibannya tanpa

alasan hukum yang sah. Kreditur kemudian berhak meminta ganti rugi dan

pemutusan hubungan kerja. Ketentuan mengenai imbalan atas persetujuan

penyerahan sesuatu dapat ditemukan dalam Pasal 1236 KUHPerdata. “Si

berhutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada

si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak

mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat

sepatutnya guna menyelamatkannya” Sedangkan Pasal 1239 KUHPerdata

mengatur tentang kontrak yang berkaitan dengan dilakukan atau tidak

dilakukannya suatu perbuatan tertentu, sehingga membentuk ketentuan-

ketentuannya. “Tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau untuk

tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya

mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti

biaya, rugi dan bunga harus dapat mempertanggung jawabkan”

Leasing lembaga keuangan memainkan peran penting dalam

mendorong perekonomian negara maju.1

1 Herowati Poesoko, Dinamika Hukum Parate Exsecutive Obyek Hak Tanggungan,
(Yogyakarta: Aswaja Preesindo, 2013), Hlm. 125.



2

OJK mengungkapkan hingga Juni 2020, industri jasa keuangan

telah menyalurkan pembiayaan kepada debitur sebesar Rp 405,56 Triliun.

Gaikindo juga mengindikasikan bahwa sekitar 70% akuisisi kendaraan di

Indonesia dibiayai melalui kredit dari perusahaan pembiayaan atau bank.

Selain itu, pembukaan kantor cabang oleh perusahaan pembiayaan di

daerah juga telah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat ekonomi

lokal.2

Perusahaan pembiayaan dalam skenario ini berfungsi sebagai lembaga

pembiayaan yang memberikan dukungan finansial kepada pelanggan

yang ingin membeli kendaraan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1

Angka 7 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga

Pembiayaan, pembiayaan konsumen (Consumer Finance) adalah transaksi

pembiayaan untuk perolehan barang berdasarkan kebutuhan konsumen

dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Landasan hukum

perjanjian jual beli angsuran terdapat pada Pasal 1320 dan Pasal 1338

Buku III KUH Perdata. Hukum kontrak dalam KUH Perdata berlaku

dengan sistem terbuka dan menjunjung tinggi asas kebebasan berkontrak,

memungkinkan individu untuk mengadakan berbagai perjanjian,

termasuk pembelian secara angsuran.

Pertangung jawaban hukum melekat pada pribadi sebjek hukum

pertanggung jawaban hukum ini dipahami sebagai keadaan wajib

2 Maizal Walfajri, “Begini Multifinance Terhadap Perekonomian Indonesia Menurut
OJK” , https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-kontribusi-multifinance-terhada-perekonomian
-indonesia-menurut-ojk, diakses 2 september 2023.

https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-kontribusi-multifinance-terhadap-perekonomian-indonesia-menurut-ojk
https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-kontribusi-multifinance-terhadap-perekonomian-indonesia-menurut-ojk


3

pertangung jawaban Peraturan ini dimaknai sebagai syarat dituntut untuk

menerima tanggung jawab penuh atas perbuatan seseorang. Oleh karena

itu, jika terjadi pelanggaran, tindakan hukum dapat diambil terhadap

Anda, meminta pertanggungjawaban Anda, dan lain sebagainya. .3

Ikatan kontraktual antara lembaga pemberi pinjaman dan nasabah

dirinci dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yang memuat

persyaratan jaminan dalam melaksanakan pembiayaan konsumen, seperti

pinjaman kredit yang ditawarkan oleh bank. Jaminan adalah suatu bentuk

jaminan yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman,

memastikan bahwa peminjam akan memenuhi kewajiban moneter yang

dituangkan dalam perjanjian..4

Undang-Undang Jaminan Fidusia Tahun 1999, yang juga dikenal

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang disahkan pada

tanggal 20 September 1999, memberikan kerangka hukum yang kuat

untuk menjamin harta tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan

hak tanggungan. Undang-undang ini memperbolehkan harta tersebut

dijadikan jaminan pelunasan utang tertentu.

Tujuannya adalah untuk secara efektif memenuhi kebutuhan

lingkungan bisnis yang berkembang pesat dan semakin rumit.

3 Ali Imran, “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional
(Semarang, 2008), Hlm. 10.

4 Hartono Hadisoeprapto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan
(Yogyakarta, 1984), Hlm. 51.
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Sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung, lembaga keuangan

mempunyai kewenangan untuk meminta kembali objek Jaminan

Fidusia apabila Debitur tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang telah

diperjanjikan. Namun menurut Pasal 15 Ayat (2) UU Jaminan Fidusia,

Sertifikat Jaminan Fidusia yang dimiliki penerima mempunyai

kekuatan penegakan yang sama dengan putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.5

Frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15

Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana

diatur dalam Putusan Mahkamah Agung, dianggap bertentangan

dengan UUD 1945 dan kurang memiliki kekuatan hukum jika tidak

dimaknai dengan benar. “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada

kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan

menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia,

maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan

eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama

dengan pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung ini pada

hakikatnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan

memberikan perlindungan terhadap Debitur yang merupakan pihak

yang terlibat dalam perjanjian sewa guna usaha. Keputusan tersebut

5 Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, (Jakarta 1985),
Hlm. 44-45.
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mempunyai kekuatan hukum tetap. perjanjian Membeli dan menjual

barang melalui pembayaran angsuran dengan tetap menjamin Jaminan

Fidusia.6

Putusan Mahkamah Agung tersebut memastikan bahwa sertifikat

Jaminan Fidusia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melaksanakan

perbuatan, dan tidak lagi setara dengan putusan pengadilan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, dalam hal terjadi

wanprestasi, tindakan menyita secara sepihak kendaraan bermotor

sebagai objek Jaminan Fidusia tidak diperbolehkan. Sebaliknya harus

melalui proses peradilan yang melibatkan prosedur pengadilan yang

menjamin kepastian hukum yang tetap dan memungkinkan terjadinya

penyitaan terhadap obyek Jaminan Fidusia melalui eksekusi.

Persyaratan ini hanya berlaku apabila terbukti Debitur melakukan

wanprestasi.

Oleh karena itu, dalam hal tidak adanya kesepakatan mengenai

cidera janji (wanprestasi) dan apabila Debitur menolak untuk

menyerahkan benda Jaminan Fidusia secara sukarela, maka segala

mekanisme dan prosedur hukum harus digunakan dalam proses

penyelesaiannya. Putusan pengadilan yang masih mempunyai kekuatan

hukum menjadi landasan bagi penetapan pengaturan baru terhadap

jaminan yang melibatkan Pemberi Fidusia.7

6 Munir Fuandy, Jaminan Fidusia, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 5-6.
7 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum

Jaminan Dan Jaminan Perorangan, (Yogyakarta, 2007), Hlm. 1.
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Pada walnya, terbentuknya angsuran dengan Jaminan Fidusia

antara lembaga pembiayaan Leasing dan pembeli telah menjadi

landasan hukum bagi timbulnya hak dan kewajiban hukum bagi para

pihak yang mengadakan perjanjian. Hal ini juga membebankan

kewajiban hukum kepada para pihak, sekaligus memberikan hak

kepada pemberi sewa untuk melaksanakan harta Jaminan Fidusia,

setelah berakhirnya Putusan Mahkamah Agung. Undang-undang

Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang mulai berlaku pada

tanggal 30 September 1999 memberikan landasan hukum yang kuat

bagi penjaminan harta bergerak dan tidak berwujud serta harta tidak

bergerak yang tidak dapat digadaikan sebagai jaminan pengembalian

utang-utang tertentu. 8

Ketentuan dalam Undang-undang ini mempunyai cakupan yang

luas, mencakup baik materiil maupunAkan ada jaminan untuk transaksi.

Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi tuntutan lingkungan

komersial yang terus berkembang dan dinamis. Kegagalan atau

ketidaksesuaian dalam Pembebanan barang Jaminan Fidusia dan

pendaftaran Jaminan Fidusia, baik yang dilakukan oleh notaris,

pendaftar fidusia, atau pemberi fidusia, dapat dianggap perbuatan

melawan hukum.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

8 Putusan Nomor 715/Pdt/2021/PN, Hlm. 2-3.
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Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara ;

- Menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi ;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak

dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp.838.000,00 (delapan ratus tiga

puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor

17/Pdt.G/2021/PN Mlg., diucapkan pada tanggal 9 September 2021,

Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding

secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding

Nomor 17/Pdt.G/ 2021/PN Mlg., tanggal 24 September 2021 yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, Permohonan tersebut disertai

dengan memori banding bertanggal 9 Oktober 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk

memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 13

Oktober 2021;
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Sebagaimana dalam putusan MA dengan para pihak :

1. Penggugat : SUHLAN

2. Tergugat : PT. ARTHAASIA FINANCE

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 25

November 2021, kontra memori kasasi tanggal 30 November 2021

dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan

Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menguatkan putusan judex

facti/Pengadilan Negeri Malang, Mahkamah Agung berpendapat judex

facti tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku,

dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan melakukan penarikan objek jaminan fidusia

berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi FE-Truck warna kuning, tahun

2018, Nomor Polisi N 8848 TK oleh Tergugat Konvensi tidak melanggar

hukum karena tindakan Tergugat Konvensi merupakan akibat dari

kontrak antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang

memberikan kewenangan kepada Tergugat Konvensi untuk

mengumpulkan semua pihak Penggugat Konvensi sekaligus, mengakhiri

kontrak ini, atau melaksanakan jaminan fidusia. maksudnya, jika pihak

Menurut Pasal 6 Perjanjian Pembiayaan, Penggugat Konvensi gagal

melaksanakan (memenuhi) salah satu persyaratan dalam perjanjian ini

atau membayar pembayaran berturut-turut sebanyak dua (dua) kali.
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Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Pembayaran Secara

Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia, Nomor

490211900024.

Menetapkan objek Yang menjadi subyek perselisihan adalah

Mitsubishi FE-Truck tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut: nomor

mesin 4D34TT19968, nomor polisi N 8848 TK, nomor sasis

MHMFE74P4KKO9692, STNK, dan BPKB terdaftar atas nama Suhlan.

Menghukum Tergugat bilamana terbukti secara sah tidak mendaftarkan

sertipikat jaminan fidusia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor

130/PMK.010/2012.9

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih

dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, atau peninjauan

kembali Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada

Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. Kerugian materiil sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh

juta rupiah). Merupakan keuntungan yang semestisnya diperoleh

oleh Penggugat, terhitung hingga bulan Januari 2021 dan kerugian

enam (enam) buah ban Truk, terpal, dan tangki variasi senilai total

Rp103.860.000,00 (seratus tiga juta delapan ratus enam puluh ribu

rupiah).

2. Kerugian immateril sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)10

9 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022, Hlm. 8.
10 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022, Hlm. 9.
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Hal ini dapat menyebabkan modifikasi terhadap perjanjian

antara pembeli dan lembaga serta konsekuensi terhadap praktik

sewa guna usaha dengan proses dan perjanjian fidusia yang

terjamin. penyewa akan dikaji secara mendalam. Persyaratan

kontrak yang akan mengikat pihak-pihak yang terlibat akan dibuat

sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung. Sebaliknya akan

terdapat mekanisme mengenai subjek Jaminan Fidusia apabila

terjadi Cidera Janji. Menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung

mengenai hal ini, diperlukan penelitian dan analisis empiris yang

mendalam untuk memahami praktik dan protokol penyewaan

kendaraan dengan Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah

Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022.

Keputusan pengadilan ini juga dapat berdampak pada lembaga

pembiayaan sebagai pemangku kepentingan, yang saat ini

menghadapi kerugian besar. Permasalahan yang ingin dikaji secara

ilmiah dalam skripsi ini diberi judul :

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Perjanjian

Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Jaminan Fidusia

(Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022)
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B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pembiayaan

multiguna/investasi dengan jaminan fidusia studi Putusan Mahkamah

Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022 ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perjanjian jaminan fidusia jika

debitur melakukan cedera janji sebagaimana dalam Putusan Mahkamah

Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :

a. Menganalisis penyelesaian sengketa terhadap perjanjian pembiayaan

multiguna/investasi dengan jaminan fidusia studi Putusan Mahkamah

Agung Nomor. 1107 k/Pdt/2022.

b. Menganalisis pertimbangan hakim dalam perjanjian jaminan fidusia

jika debitur melakukan cedera janji sebgaimana dalam Putusan

Mahkamah Agung Nomor. 1107 k/Pdt/2022.

D. Manfaat Penelitian

penulis bertujuan agar penelitian ini mempunyai nilai praktis

dan teoritis. Keuntungan mempelajari sewa mobil dengan Jaminan

Fidusia pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107 K/Pdt/2022

dan dampaknya terhadap keberlanjutan lembaga keuangan diuraikan

sebagai berikut. :

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
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Kemajuan ilmu hukum, khususnya hukum perdata, mempunyai beberapa

manfaat. Lebih lanjut, tujuan proyek penelitian dan penulisan ini adalah

untuk meningkatkan literatur dan referensi koleksi perpustakaan global..

2. Dari sudut pandang praktis, hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Lembaga Pembiayaan

Kajian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi

lembaga keuangan mengenai proses dan penerapan Jaminan Fidusia

yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107

k/Pdt/2022

b. Nasabah

Menawarkan dukungan informasi kepada klien yang bertindak sebagai

debitur dalam komunikasi langsung dengan lembaga keuangan,

memungkinkan mereka untuk memahami dan menegaskan hak-hak

mereka.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih jelas dalam memahami, terlebih dahulu penulis akan

menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul ini, berupaya

sehingga pembaca dapat terhindar dari kesalah pahaman dalam

memahami penulisan skripsi ini. Adapun dalan penjelasaan istilah

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komitmen debitur dalam perjanjian kredit berbentuk wanprestasi,

khususnya kredit bermasalah atau kredit macet, dimana debitur gagal.



13

Perjanjian kredit. Cedera Janji diartikan sebagai ketidakmampuan

debitur untuk memenuhi suatu kewajiban tanpa memberikan penjelasan

yang dapat dibenarkan kepada pihak yang berwenang. Suatu klausul yang

berupa “janji” dari debitur kepada kreditur yang menyatakan bahwa

debitur tidak akan berkeberatan terhadap pelaksanaan Parate Eksekusi

apabila terjadi wanprestasi kredit macet harus dicantumkan dalam

perjanjian penjaminan agar Parate Eksekusi dapat dilaksanakan. untuk

berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang membolehkan Bank sebagai

kreditur melakukan Parate Eksekusi yaitu eksekusi terhadap obyek agunan

melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

menguraikan tentang tanggung jawab debitur atas wanprestasi dalam

pengaturan kredit dengan jaminan fidusia. Untuk memudahkan

pelaksanaan penjaminan, pasal ini mengamanatkan agar pemegang

fidusia mengalihkan harta benda yang dijadikan jaminan. Apabila hasil

penegakan hukum tidak mencukupi untuk menutup utang, debitur tetap

bertanggung jawab atas jumlah terutang, sebagaimana diatur dalam Pasal

34 undang-undang yang sama.

Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan

debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar

sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
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E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian memegang peranan penting dalam menjalin hubungan

hukum antar individu. Menurut Muhammad Syaifuddin, perjanjian dan

kontrak mempunyai arti yang sama. KUH Perdata memuat istilah-istilah

seperti “overeenkomsi” dan “kontrak”, yang mempunyai arti yang sama

sebagaimana diuraikan dalam Buku III, Judul Kedua Tentang Perikatan

yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian, yang aslinya ditulis dalam

bahasa Belanda. "van verbintenissen die wit contract of overeenkomst

geboren worden"11 Bila menurut Subekti "Suatu perjanjian dinamakan

juga sebagai persetujuan dikarenakan kedua belah pihak setuju untuk

melakukan sesuatu, dan dapat dikatakan juga bahwa dua perkataan

(perjanjian dan persetujuan) adalah sama artinya" di dalam KUHPerdata,

tepatnya di dalam Pasal 1313, juga terdapat pengertiannya yang

berbunyi bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu

orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau

lebih"Apabila suatu perjanjian baru memenuhi ketentuan Pasal 1320

KUH Perdata yang mengatur tentang parameter-parameter perjanjian,

maka perjanjian itu dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak,

khususnya :

11 Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Prespektif
Filsafat Teori Dosmatik Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) Mandar Maju
Bandung 2012, Hlm. 15.
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1. Para pihak memilih untuk terikat satu sama lain;

2. Para pihak berwenang untuk mengadakan perjanjian;

3. Ada item tertentu;

4. Ada alasan yang sah.12

Dua syarat pertama yang disebutkan, khususnya syarat satu dan dua,

merupakan prasyarat subjektif. Kegagalan untuk memenuhi kondisi

subjektif ini dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian. Selain itu, dua

kondisi terakhir, kondisi tiga dan empat, merupakan persyaratan obyektif.

Kegagalan untuk memenuhi kondisi obyektif ini dapat menyebabkan

perjanjian batal demi hukum.

Abdulkadir Muhammad memberikan penjelasan lebih mendalam

mengenai komponen-komponen suatu perjanjian, antara lain :13

1. Ada Pihak-pihak.

Pihak-pihaak yang disebutkan dalam perjanjian ini terdiri dari

minimal dua orang perseorangan atau badan hukum, yang masing-

masing mempunyai kewenangan yang diperlukan untuk

melaksanakan proses hukum sesuai dengan hukum.

2. Ada persetujuan

Kontrak ini dibuat antara entitas tetap, dan tidak melibatkan tawar-

menawar apa pun.

3. Ada Tujuan Yang Hendak Dicapai

Tujuan yang ingin di capai tidak boleh bertentangan dengan

12 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, 1987, Hlm. 11.
13 Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan, Citra Aditya, Bandung, 1992, Hlm. 11.
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ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

4. Ada Prestasi Yang Akan Dilakukan

Prestasi disini merupakan Para pihak wajib memenuhi syarat-syarat

perjanjian dengan memenuhi persyaratan kinerja yang digariskan.

5. Ada Bentuk Tertentu (Lisan/Tulisan)

Perjanjian dapat disampaikan secara lisan atau tertulis sebagaimana

diatur dalam undang-undang, yang menyebutkan bahwa suatu

perjanjian mengikat secara hukum hanya jika dalam bentuk tertentu

didukung oleh bukti yang kuat.

Pada akhirnya, apabila suatu perjanjian mempunyai cacat

pada pokok permasalahannya, hal tersebut tidak serta merta

menjadikan perjanjian tersebut batal, namun membuka peluang bagi

salah satu pihak yang berkepentingan untuk meminta pembatalan.

Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan pada syarat-syarat pokok,

maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum. Perjanjian yang

batal demi hukum adalah perjanjian yang tidak sah sejak awal dan

tidak menimbulkan akibat hukum bagi salah satu pihak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum

merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada

masyarakat atas hak asasi manusia ketika dilanggar oleh orang lain.
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untuk dapat menggunakan setiap hak hukum.14

Jika ditinjau dari sudut pandang Muchsin, Perlindungan Hukum

berfungsi sebagai suatu mekanisme yang bertujuan untuk menjaga

individu melalui penyelarasan nilai dan aturan, yang tercermin dalam

sikap, untuk membangun rasa ketertiban dalam pertukaran sosial

antar masyarakat..15

Philipus M. Hadjon kemudian menegaskan bahwa pendekatan

pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

penduduk bersifat represif dan preventif, yaitu:16

a. Perlindungan preventif secara hukum melibatkan pemerintah dalam

mengambil pendekatan yang hati-hati ketika mengambil keputusan,

sebagai cara untuk mengambil tindakan preventif. Tujuan dari

tindakan ini adalah untuk memberdayakan pemerintah dalam

memberikan perlindungan kepada warga negara, sehingga mencegah

potensi pelanggaran .

b. Perlindungan Hukum yang Represif: garis pertahanan terakhir di

penghujung zaman.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Untuk menulis skripsi ini, teori berfungsi sebagai panduan atau

arahan untuk gejala yang ingin Anda selidiki.

14 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti,Bandung 2000 Hlm. 53.
15 Muchsin, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, surakarta,

2003, Hlm. 14.
16 Philipus M. Hadjon, Permasalahan Hukum Indonesia, Sinar Mas, Bandung, 1983, Hlm.

121.
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Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang

sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya

mengenai hal-hal sebagai berikut:17

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan

perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

2. Keputusan menganai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa

bermaslah dan dapat dipidana.

Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman yang lebih

pendek dari batas waktu minimum yang sah atau lebih lama dari jangka

waktu maksimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hakim memiliki beberapa teori ketika mengambil keputusan. Hakim

dapat mempertimbangkan beberapa teori atau pendekatan dalam

mengambil keputusan dalam suatu perkara, seperti yang dikemukakan

oleh Mackenzie.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori

tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

a) Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi

yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.

b) Yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia

menerima kekurangan dari yang sebetulnya dinginkan.

17 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hlm. 102.
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c) Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang

memuaskan dari kedua belah pihak.

d) With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi

sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.

e) In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah upaya akademis yang melibatkan analisis dan

konstruksi pengetahuan yang sistematis dan metodis. Metodologi

mengacu pada penggunaan pendekatan atau teknik tertentu, sedangkan

sistematis menyiratkan pendekatan yang terstruktur dan terorganisir.

Konsistensi, di sisi lain, memastikan bahwa tidak ada elemen yang

bertentangan dalam kerangka penelitian.18

Tujuan mendasar penelitian adalah untuk mencapai tingkat

kebenaran tertentu. Dalam komunitas ilmiah, penelitian tidak akan

memberikan hasil yang diinginkan jika metode yang digunakan tidak

memadai untuk mengkajinya. Hal ini dikarenakan prosedur yang

digunakan dalam penelitian ilmiah sangat mempengaruhi kualitas dan

hasil penelitian.

1. Jenis penelitian

Penelitia hukum normatif (normative law research) menggunakan

studi Kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji

undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan.

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press, 2014 ), Hlm. 42.
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normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan

doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika

hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.19

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam pendekatan ini terdiri atas tiga macam,

yaitu pendekatan perundang-undang (Statute Approach), pendekatan

konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan kasus ( Case

Approach), Adapun penjelasan ketiga macam pendekatan tersebut

adalah sebagai berikut.

a. pendeketan Penelitian Undang-Undang ( Statute Approach )

Penelaahan dan pengkajian terhadap segala peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara hukum yang

diteliti merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam

bidang hukum. Pendekatan khusus ini memungkinkan peneliti

untuk mengeksplorasi potensi adanya koherensi dan kepatuhan

antara undang-undang tertentu dan kerangka peraturan lainnya.20

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggabungkan konsep-

konsep praktis yang dapat diimplementasikan menjadi satu sudut

pandang tertentu dan menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi.

19 Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Cet 1 (Bandung PT Citra
Aditya Baki 2004), Hlm. 17.

20 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Surabaya, 2005, Hlm.
133-134.
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b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah

hukum yang dapat di terapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan

contoh kasus yang telah terjadi di masyarakat.21

Dalam hal ini, penulis mengambil contoh kasus Penyelesaian

sengketa terhadap perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan

jaminan fidusia (studi putusan mahkama agung nomor 1107

K/Pdt/2022).

3.Sumber Dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya

seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia dan Undang-undang 24 Tahun 2003 tentang

Putusan merupakan bahan hukum utama yang digunakan

dalam penelitian ini. Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum

primer disebut juga bahan hukum positif adalah baku hukum

yang menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1107

K/Pdt/2022 mempunyai kekuatan hukum.

21 Johni Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, cet, III,Malang, 2007
Bayumedia Publishing, Hlm. 302.
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b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum

pelengkap yang menyempurnakan bahan hukum primer seperti

usulan peraturan perundang-undangan dan tulisan ilmiah.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, sertifikat

Jaminan Fidusia, dan temuan penelitian lain yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti penulis..

c. Bahan Hukum Tertier

Sumber bahan hukum tersier mencakup informasi hukum

yang dicatat atau disebarluaskan melalui berbagai bentuk

media. Contoh sumber hukum tersier yang dimanfaatkan

dalam penelitian ini terdiri dari artikel, sumber berita, kamus,

sumber online, dan bahan pelengkap lainnya untuk keperluan

penelitian.22

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum Dalam penulisan karya

ilmiah ini penulis mengumpulkan data dari data primer dan data

sekunder yang dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan,

dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan

teknologi informasi. Data-data dan bahan-bahan ini kemudian akan

penulis kaitkan dengan pokok permasalahan yang penulis angkat

22 Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada,
2006), Hlm. 30.
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permasalahan yang dikaji baik dengan menggunakan studi

kepustakaan, peraturan perundang-undangan maupun literatur-

literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

5.Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan Eksekusi hukum meliputi proses

inventarisasi, pemeriksaan, dan penyidikan bahan-bahan dari sumber

hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianggap relevan dengan

penelitian ini. Bahan-bahan yang dikumpulkan kemudian disusun

dan didokumentasikan berdasarkan signifikansi dan kegunaannya

bagi penelitian. Selain itu, setiap materi diberi identitas, seperti

sumber kutipan dan nomor halaman terkait.23

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan diambil dari data yang tersedia guna menjawab

pertanyaan penelitian yang diajukan. Penulis menggunakan penalaran

deduktif, yang dimulai dengan prinsip-prinsip umum dan kemudian

menarik kesimpulan khusus yang relevan dengan isu sentral yang

sedang dipertimbangkan.24

23 M.B Miles Dan A.M Huberman, Analisis Data Kualintatif Buku Sumber Tentang
Metode Metode Baru, ( Jakarta UI Press, 2014), Hlm. 14.

24 Surakhmad Winarmo, Metode Dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian
ilmiah Dasar Metode Teknik, (Bandung, 1994), Hlm. 17.
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